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Jakarta, 2 September 2020

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaye,

Salam Kebajikan.

Yth.

Pimpinan Komisi Il DPR-RI;
Para Anggota Komisi Il DPR-RI; serta
Hadirin yang Saya hormati.

PENDAHULUAN
(Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi Il DPR-RI)

Menindaklanjuti surat Wakil Ketua DPR RI/KORPOLKAM Nomor AG/09568/DPR
RI/VINI/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat,
disampaikan materi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang disusun
sesuai agenda Rapat Dengar Pendapat hari ini yaitu Pembahasan RKA-K/L berdasarkan
Pagu Anggaran RAPBN TA.2021. Adapun sistematikanya meliputi: (1) Pendahuluan;
2) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Sekretariat DKPP
Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2021; (3) Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2021;
(4) Capaian Kinerja Sekretariat DKPP Tahun 2020; dan (5) Penutup.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-KIL)
SEKRETARIAT DKPP BERDASARKAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2021

(Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi Il DPR-RI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat DKPP, fasilitasi dukungan
pelaksanaan tugas DKPP dilakukan oleh Sekretariat DKPP yang kedudukannya
bertanggungjawab kepada Ketua DKPP, sedangkan secara struktural dan pengelolaan
anggarannya dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berkenaan dengan kedudukan Sekretariat DKPP yang melekat secara struktural dan
pengelolaan anggaran dengan Kemendagri, maka alokasi anggaran DKPP masuk di
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri, dengan Satuan Kerja
(Satker) tersendiri.


http://www.dkpp.go.id/

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggarannya, Sekretariat DKPP berada dibawah Unit
Organisasi Sekretariat Jenderal Kemendagri pada Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri, dengan Kegiatan
Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berkenaan dengan penyusunan Rencana Program dan Kegiatan DKPP Tahun 2021,
DKPP masih fokus terhadap kelanjutan peningkatan kualitas Penegakan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu terlebih Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020. Adapun Arah
Kebijakan DKPP dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut, yaitu:

1. Peningkatan pemahaman kode etik Penyelenggara Pemilu bagi seluruh jajaran
Penyelenggara Pemilu;

Penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
Penyusunan Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu;

Penataan tugas, fungsi dan wewenang Penyelenggara Pemilu dan Pilkada; dan

a & 0N

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat
DKPP.

Terkait dengan pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Sekretariat DKPP Tahun 2021,
berdasarkan Nota Dinas PIt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
No0.050/356/SJ tanggal 19 Mei 2020 hal Penetapan Pagu Indikatif Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021, ditetapkan total Pagu Indikatif Sekretariat DKPP
Tahun 2021 sebesar Rp.10.720.000.000,- yang merupakan Belanja Non Operasional dan
belum mengakomodir Belanja Operasional.

Selanjutnya sesuai hasil Trilateral Meeting Pagu Indikatif Tahun 2021 bersama dengan
Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan tanggal 20 Mei 2020, terdapat
penyesuaian Pagu Indikatif Sekretariat DKPP Tahun 2021 menjadi sebesar
Rp.17.303.307.000,-. Penyesuaian pagu sebesar Rp.6.583.307.000,- merupakan
optimalisasi internal Satker Sekretariat Jenderal Kemendagri, untuk pemenuhan Belanja
Pegawai (001) Sekretariat DKPP Tahun 2021.

Memperhatikan pengelolaan anggaran Sekretariat DKPP berada dibawah Koordinasi
Kementerian Dalam Negeri khususnya Unit Organisasi Sekretariat Jenderal Kemendagri,
dan berdasarkan Nota Dinas Bapak Menteri Dalam Negeri N0.910/4599/SJ tanggal 12
Agustus 2020 hal Penetapan Pagu Anggaran Kemendagri TA.2021, bahwa untuk Pagu
Anggaran Sekretariat Jenderal Kemendagri tidak mengalami perubahan, maka untuk
Pagu Anggaran Sekretariat DKPP TA.2021 sebesar Rp.17.303.307.000,-.

Adapun komposisi Pagu Anggaran Sekretariat DKPP Tahun 2021 berdasarkan Kelompok
Belanja yaitu:

a. Pagu Belanja Operasional sebesar Rp.6.583.307.000,-, terdiri dari:
1) Belanja Pegawai (001) sebesar Rp.6.583.307.000,-;

2) Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) sebesar Rp.0,-.
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b. Pagu Belanja Non Operasional sebesar Rp.10.720.000.000,-.

Dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp.17.303.307.000,-, Sekretariat DKPP
melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tugas dan fungsinya untuk pencapaian
target kinerja, antara lain:

a. Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, khususnya
Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020.

b. Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu.

c. Penguatan Tugas dan Fungsi Tim Pemeriksa Daerah dalam Penanganan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik di Daerah.

d. Fasilitasi tindak lanjut putusan DKPP.

e. Fasilitasi perjanjian kerjasama dalam rangka peningkatan Tugas dan Fungsi, serta
kelembagaan DKPP.

f. Sosialisasi Kode Etik di Daerah.

g. Pelaksanaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

(Matriks Rencana Kegiatan dan Anggaran Terlampir)

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021
(Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi Il DPR-RI)

Memperhatikan Pagu Alokasi DKPP 3 Tahun terakhir dibandingkan dengan Pagu
Anggaran DKPP Tahun 2021 mengalami penurunan, adapun tabel perbandingannya
yaitu:

2018 2019 2020 2021
Rp.44.551.259.000,- | Rp.40.904.190.000,- | Rp.53.000.415.000,- | Pagu Anggaran 2021
(Pagu melekat pada Yang terdiri dari (Pagu melekat pada sebesar

DIPA Bawaslu RI) Rp.23.789.759.000,- DIPA Kemendagri) Rp.17.303.307.000,-
(Pagu melekat pada | Dan terdapat Usulan
DIPA Bawaslu RI) Tambahan Anggaran
dan yang dalam proses
Rp.17.114.431.000,- | pembahasan sebesar
(Pagu melekat pada | Rp.39.052.469.000,-
DIPA Kemendagri)

Memperhatikan ketersediaan Anggaran DKPP Tahun 2021 sebesar Rp.17.303.307.000,-
yang belum dapat membiayai seluruh Kegiatan DKPP dalam melaksanakan tugas,
wewenang dan kewajiban DKPP, khususnya Pasca pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun
2020 di 270 provinsi/kabupaten/kota, maka untuk menjaga keberlanjutan program dan
kegiatan DKPP tersebut diusulkan tambahan anggaran DKPP Tahun 2021 sebesar
Rp.91.949.051.000,- sebagaimana surat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Menteri
Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas N0.910/4423/SJ tanggal 5 Agustus 2020

hal Usulan Tambahan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021.

Adapun usulan tambahan anggaran tersebut akan dilaksanakan melalui Kegiatan
Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan komposisi pagu berdasarkan

kelompok belanja, meliputi:
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a. Pagu Belanja Operasional sebesar Rp.20.841.643.000,-, terdiri dari:
1. Belanja Pegawai (001) sebesar Rp.0,-; dan

2. Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) sebesar Rp.
Rp.20.841.643.000,-.

b. Pagu Belanja Non Operasional sebesar Rp.71.107.408.000,-.

Selanjutnya Usulan Tambahan Anggaran DKPP sebesar Rp.91.949.051.000,- akan
digunakan untuk mendanai beberapa kegiatan yang menjadi Prioritas DKPP yang
anggarannya belum terakomodir dalam Pagu Indikatif Tahun 2021, yang meliputi:

a. Verifikasi administrasi dan verifikasi materiil pengaduan dan/atau laporan;

b. Pelaksanaan Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
c. Sosialisasi Etik bagi Masyarakat;

d. Pendidikan etik bagi penyelenggara Pemilu;

e. Sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik;

f. Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah (TPD);

g. Penguatan kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dalam rangka sidang

pemeriksaan;
h. Penyediaan prasarana pendukung operasional DKPP sebagai satker baru; dan

i. Pelaksanaan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat DKPP.

(Penjelasan Urgensi Usulan Tambahan Anggaran DKPP TA.2021 Terlampir).
CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DKPP TAHUN 2020

(Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi Il DPR-RI)

Di Tahun 2020, Data Kinerja Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana
Tabel berikut (Per Januari s.d 31 Agustus 2020):

No Penegakan Kode Et-ik Jumlah
Penyelenggara Pemilu
1 | Pengaduan Masuk 161 Pengaduan
2 | Penyelenggara Diadukan 595 Orang
3 | Sidang Pemeriksaan 90 Kali Sidang
4 | Perkara Diputus 70 Perkara
5 | Status Teradu Diputus 276 Orang

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP antara bulan
Januari sampai dengan 31 Agustus 2020 sebanyak 161 pengaduan. Dari seluruh
pengaduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu tersebut, menyangkut 595
penyelenggara Pemilu yang diadukan ke DKPP. Setelah dilakukan verifikasi administrasi
dan materiel atas seluruh pengaduan yang masuk, maka DKPP melaksanakan Sidang
Pemeriksaan sebanyak 90 kali sidang untuk selanjutnya memutus 70 perkara. Sepanjang
sampai Bulan Agustus Tahun 2020, DKPP telah memutus status dugaan pelanggaran

etik terhadap 276 orang Penyelenggara Pemilu.



V. PENUTUP
(Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi Il DPR-RI)

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada Rapat Dengar pendapat hari
ini. Kiranya uraian tersebut dapat menjadi bahan informasi dan diskusi bersama Yang
Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi || DPR RI.

Sekian dan Terima kasih,

Wabillahittaufik wal hidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaye.

Jakarta, 21 Agustus 2020
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RENCANA KERJA SEKRETARIAT DKPP
BERDASARKAN PAGU ANGGARAN TA.2021

PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN /

KODE OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN TARGET PAGU
1 2 3 4
4255 Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 17.303.307.000
01 - Sasaran Kegiatan
01 Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 75
Pemilu
02 Persentase Putusan Hasil Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 100%
yang Ditindaklanjuti
03 Persentase Pemberitaan Positif Kinerja DKPP 75%
04 Jumlah Instansi Penyelenggara Pemilu yang Indeks Kepatuhan Etika dengan Nilai 65 65%
Instansi
penyelenggara
Pemilu
05 Persentase Seluruh Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang 100%
Terselesaikan sesuai Ketentuan
06 Persentase Penyelenggaraan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 100%
Pemilu yang Tepat Waktu
07 Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekretariat DKPP sesuai Kebutuhan 100%
yang Direncanakan
08 Persentase Pelayanan Dukungan Operasional Kerja yang Tepat Waktu 100%
AAH Peraturan Lainnya Peraturan 57.720.000
01 Jumlah Peraturan/Revisi Peraturan Perundang-Undangan Lingkup DKPP
001 Peraturan/Revisi Peraturan Perundang-Undangan Lingkup DKPP 1 Peraturan 57.720.000
051 Penyusunan dan Harmonisasi Peraturan 1 Peraturan 57.720.000
AEA Koordinasi Kegiatan 290.922.000
01 Jumlah Koordinasi dan Kerjasama dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
001 Koordinasi dan kerjasama Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 1 Kegiatan 290.922.000
051 Koordinasi dan kerjasama dengan penggiat pemilu/stakeholder lainnya 1 Laporan 290.922.000
052 Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga
BAH Pelayanan Publik Lainnya Layanan 1.597.215.000
01 Jumlah pelayanan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
001 Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 1 Layanan 1.597.215.000
051 Penerimaan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik 1 Dokumen 190.090.000
052 Verifikasi Administrasi Pengaduan Pelanggaran kode Etik 1 Laporan 52.950.000
053 Verifikasi Materiel Pengaduan Pelanggaran kode Etik 1 Laporan 161.430.000
054 Penyiapan Berkas Perkara Pengaduan Pelanggaran Kode Etik 1 Dokumen 358.100.000
055 Sosialisasi dan Pendidikan Etik 1 laporan 834.645.000
BCB Perkara Hukum Lembaga Perkara 6.273.908.000
01 Jumlah Perkara dan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
001 Persidangan dan Putusan Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 40 Perkara 6.273.908.000
051 Fasilitasi dan Koordinasi Persidangan 1 Laporan 59.040.000
052 Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan 1 Laporan 4.140.502.000
053 Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah Dalam Persidangan 1 Laporan 1.646.854.000
054 Fasilitasi Tindak Lanjut Putusan 1 Dokumen 427.512.000
EAA Layanan Perkantoran Layanan 6.583.307.000
01 Jumlah Pelayanan Dukungan Operasional Kerja yang Tepat Waktu
001 Layanan Perkantoran 1 Layanan 6.583.307.000
001 Gaji dan Tunjangan 1 Layanan 6.583.307.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor




PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN /

KODE OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN TARGET PAGU
1 2 3 4
EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Layanan 544.666.000
01 Jumlah Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat DKPP
001 Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran 1 Layanan 206.746.000
051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2 Dokumen 206.746.000
002 Pengelolaan keuangan dan perbendahaaran 1 Layanan 337.920.000
051 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan 1 Laporan 337.920.000
EAC Layanan Umum Layanan 182.430.000
01 Jumlah Pelayanan Umum, Administrasi, Rumah Tangga dan Perlengkapan
001 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1 Layanan 182.430.000
051 Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 1 Laporan 60.600.000
052 Fasilitasi Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan 1 Laporan 94.530.000
053 Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Negara 1 Laporan 27.300.000
EAF Layanan SDM Orang 705.264.000
01 Jumlah pegawai yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi
02 Jumlah Tim Pemeriksa Daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas
001 Pengelolaan Kepegawaian 36 Orang 662.844.000
051 Fasilitasi Pengelolaan dan Peningkatan Kapasitas Kepegawaian 1 laporan 662.844.000
002 Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) 204 Orang 42.420.000
051 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah 1 Laporan 42.420.000
EAG Layanan Hukum Layanan 49.150.000
01 Jumlah Layanan Pendampingan/Advokasi/Bantuan Hukum DKPP
001 Layanan Hukum 1 Layanan 49.150.000
051 Fasilitasi Pendampingan/Advokasi/Bantuan Hukum DKPP 1 Laporan 49.150.000
EAH Layanan Organisasi dan Tata Laksana Layanan 70.570.000
01 Jumlah Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
001 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 1 Layanan 70.570.000
051 Fasilitasi Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 1 Laporan 70.570.000
EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler Layanan 670.265.000
01 Jumlah layanan Kehumasan dan Protokol
001 Layanan Kehumasan 1 Layanan 422.315.000
051 Fasilitasi Kehumasan dan Publikasi 1 Laporan 422.315.000
002 Layanan Keprotokolan 1 Layanan 247.950.000
051 Fasilitasi layanan Keprotokolan 1 Laporan 247.950.000
EAJ Layanan Data dan Informasi Layanan 227.570.000
01 Jumlah Layanan Data dan Informasi Publik
001 Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 227.570.000
051 Pengelolaan data dan arsip 1 Dokumen 48.000.000
052 Pengelolaan sistem informasi 1 Dokumen 100.800.000
053 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informatika 1 Laporan 78.770.000
EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Laporan 50.320.000
01 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal
001 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1 Laporan 50.320.000
051 Monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan 1 Laporan 50.320.000

SEKRETARIAT DKPP




Penjelasan Urgensi Usulan Tambahan Anggaran DKPP Tahun 2021

No

Kebutuhan

Pagu

Penjelasan Urgensi

Pemenuhan
Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Internal
DKPP

27.217.896.000

Sekretariat DKPP resmi bergabung dengan
Kemendagri sejak tanggal 15 Agustus
2019, sehingga sarpras kantor masih
berstatus pinjam sementara.
Memperhatikan kondisi sapras yang belum
maksial dan kurang memadai, maka perlu
dilakukan pengadaan sarpras yang belum
ada dan melakukan renovasi/perbaikan
gedung kantor yang bertujuan untuk:

a. Kelancaran pelaksanaan tugas
administrasi dan teknis kesekretariatan;

b. Kelancaran mobilitas kerja Ketua dan
Anggota, Sekretaris, dan Sekretariat
DKPP;

c. Memperlancar kerja peliputan, publikasi
dan komunikasi;

d. Kelancaran teknis sidang pemeriksaan
dugaan  pelanggaran kode  etik
penyelenggara pemilu; dan

e. Urgensi pengadaan peralatan
keamanan, memperlancar kerja
pengamananan gedung, dokumen dan
pimpinan/pejabat/staf lembaga.

Pemenuhan layanan
teknis pengaduan,
sosialisasi dan
pendidikan etik

9.878.053.000

Sesuai tugas, kewenangan dan kewajiban
DKPP sebagaimana amanat UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang penyelenggara
pemilu, serta dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi DKPP pasca Pilkada
Serentak 2020, maka perlu dilaksanakan
berupa:

a. Pelayanan pengaduan masyarakat
terhadap adanya pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu dan memastikan
sesuai dengan peraturan perundang—
undangan;

b. Pelaksanaan Penyelidikan Dugaan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu pada 20 Titik/Daerah. Pada
pagu anggaran 2021 telah terakomodir
pelaksanaan Penyelidikan Dugaan
Pelanggaran kode Etik Penyelenggara
Pemilu pada 10 Titik/Daerah;

c. Sosialisasi Etik kepada Akademisi/
Masyarakat/Stakholders lainnya dalam
rangka meningkatkan partisipasi dalam
pencegahan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu dengan target 9
instansi/kampus di 3 Provinsi
penyelenggaraan pilkada serentak
Tahun 2020; dan




No

Kebutuhan

Pagu

Penjelasan Urgensi

d. Pelaksanaan Pendidiikan Etik bagi
Penyelenggara Pemilu dalam rangka
penegakan kode etik penyelenggara
pemilu di 3 Provinsi Penyelenggaraan
Pilkada Serentak Tahun 2020.

Pemenuhan layanan
teknis persidangan

21.459.597.000

Sesuai tugas, kewenangan dan kewajiban
DKPP sebagaimana amanat UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang penyelenggara
pemilu, dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi DKPP pasca Pilkada Serentak
2020, maka perlu dilaksanakan kegiatan
berupa :

a. Pelaksanaan persidangan terhadap
adanya pengaduan dugaan
pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu di 200 titik/daerah. Pada Pagu
Anggaran 2021 telah terakomodir
pelaksanaan persidangan terhadap
adanya pengaduan dugaan
pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu di 50 titik/daerah ;

b. Pemantauan implemntasi putusan
dilaksanakan dalam rangka mengawal
pelaksanaan hasil putusan DKPP
sesuai aturan yang berlaku.
Pelaksanaan kegiatan di 40 titik/daerah.
Pada Pagu Anggaran 2021 telah
terakomodir pelaksanaan tindak lanjut
putusan di 21titik/daerah;

c. Pelaksanaan peningkatan kapasitas
pelaksanaan tugas TPD untuk 34
Provinsi dengan pelaksanaan di 3
Regional (Wilayah Barat, Wilayah
Tengah dan Wilayah Timur); dan

d. Rapat koordinasi Nasional Evaluasi 34
TPD Provinsi dan Pelaporan Kinerja
DKPP Tahun 2020 di Jakarta.

Pemenuhan layanan
kelembagaan dan
Organisasi,
Kehumasan, Data dan
Informasi

10.077.868.000

a. Penyiapan payung hukum penanganan
pelanggaran kode etik dan penguatan
kelembagaan; dan

b. Publikasi tugas, kewenangan dan
kewajiban DKPP, dokumentasi kinerja

kelembagaan dan pelayanan informasi
publik.

Dukungan Manajemen
Satker DKPP

2.473.994.000

Meningkatnya  kualitas  kinerja  dan
pelayanan dalam hal pelaksanaan program
kegiatan, pengelolaan keuangan,
pengelolaan kepegawaian dan pelayanan
umum untuk mendukung kegiatan DKPP.

Belanja Operasional,
(002) untuk Sekretariat
DKPP

20.841.643.000

Pemenuhan Gaji PPNPN, Pembayaran
terkait Pelaksanaan Operasional Kantor,
Sewa Rumah Dinas Pimpinan, Biaya
Pemeliharaan Kantor, Pembayaran




No

Kebutuhan

Pagu

Penjelasan Urgensi

Langganan Daya dan Jasa, Pemenuhan
Jasa Lainnya (tenaga pengaman kantor)
dan Internet (service Provider).
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